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PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR : 06 TAHUN 2003
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

BADANP

Menimbang

Mengingat

ERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

o

W

Bahwa kebijakan Otonomi Daerah yang seluas-luasnya
memberikan kewenangan penuh kcgaéa Derah %(abs;g:sa@eg

- P e

;\%‘éﬂg&f‘; untuk mer ig&g}t Urysan ruman aﬁnégcz S¢ ﬁg;ﬁ )

bahwa dengan meningkatnya volume pekerjaan dan
kebutuhan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang
luas, nyata dan bertanggung jawab dipandang periu
melakukan perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Katingan ;

bahwa perubahan dimaksud pada huruf (a) diatas perlu
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan.

i}aéanﬂ—t}ﬂdam Nomor 5 Tahun 2002 tentang

Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan,
;x;s‘;}a‘zgazéﬁ Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten
Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung
Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan
Tengah ( Lembaran Negara erm,%%\ indonesia Tahun 2002

Vo Bk g 2o Iy W - p—— | BE_

Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180 ) ;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan { Lembaran
F‘ge‘sga?a chu lik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389 );

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

RA SRS i

Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik



Menetapkan

&

A i 3 = T, S T .
Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran

¢ ia
%éeg ara Nomor 4437 );
inda

)
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)
)
)
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4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Aniara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahiéf’: 2&14 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenganan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai
Daerah Otonom { Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3952);

6. Peraturan Pemer ?{8%2 Republik indonesia Nomor 8 Tahun
2003 tentang tentang Pedoman Organisasi Perangkat
Daerah ( Lemba{a Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 14 } ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2003

tentang Kewenangan Pemeriniah Kabupaten Katingan
sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Daerah Kabupaten
Katingan Tahun 2003 Nomor 3 } ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun 2003
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan

Perencanaan Pembangunan Daersh Kabupaten Katingan
( Lembaran Daerah Kabupaten Katin hun 2003 Nomor
~
o).

Dengan Persetujuan Bersama

f Y = MIATAIFE AI MY AIF AT MALTCTAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KATINGAN

Fl=
udais

BUPATI KATINGAN

- PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGARNISAS!I DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN ?E%BﬁﬁGENAN DAERAH
KABUPATEN KATINGAN.
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Bet}eg'aaa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun
2003 tentang Pembentukan, Sgsupaq Organisasi dan Tata Kerja Badan
— = 3= H = =i

Py S =
ah Kabupaten zi{gs;;fsfsz, { Lembaran Daerah
) di

ubah sebagai berikut :
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BAB i
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Pertama
KEDUDUKAN
Pasal 2
Pe nyeiemaaraars Peme z% h Qaerah dipimpin oleh } epa ia Bacéea yang berada

dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sé%(m’{ar s Daerah;

Bagian Kedua

Pasal 3
mmdmam T3 PR —= % = o= Pry = s am Fle —mmde ceamsamams zims o= oo o amm e mem i omam
Badan Perencanaan Pembangunan ODaersh tugas melaksanakan
g g

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan
pembangunan daerah.

FUNGSI
Pasal 4
m sebagaimana dimaksud pada pasal (3), Badan

Perencanaan Peg,,yg%émn Sa& ah menyelenggarakan fungsi :

a) encanaan,
by P ncanaan Pembangunan,
c) ?embzﬁagﬂ dan Peiaksanaan &:z;fas di bidang Perencanaan Pembangunan

Daerah; dan
d) Pelaksanaan Tuga
fungsinya.

ain yang diberikan oieh Bupati sesuai dengan tugas dan

o



2. Ketentuan pada Bab it diubah menjadi
BAB lll
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 7
(1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari
a. Kepala Badan
b. Sekretariat
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Sub Bagian Penyusunan Program
- Sub Bagian Keuangan
c. Bidang Penelitian, Pendataan dan Pelaporan
- Sub Bidang Penelitian, Pengumpulan, Penilaian dan Analisa Data
- Sub Bidang Evaluasi, Statistik dan Pelaporan

d. Bidang Perekonomian
- Sub Bidang Keuangan dan Pengembangan Dunia Usaha
- Sub Bidang Pertanian, Industri, Perdagangan, Pertambangan dan Energi
e. Bidang Sosial Budaya
- Sub Bidang Pendidikan dan Kesehatan
- Sub Bidang Kependudukan, Kesejahteraan Sosial, Mental Spiritual,
Budaya dan Pemerintahan
Bidang Prasarana, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
- Sub Bidang Prasarana, Perhubungan dan Telekomunikasi
Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

s |

(2) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daeranh
tercantum dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak
terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesatu
Sekretariat

pefeng,aﬁgw 1

Sekretariat untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8,
mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis perencanaan badan

b. penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian badan
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i keuangan.

Bagian Kedua
Bidang Penelitian, Pendataan dan Pelaporan

Pasal 11

11 mempun yai *‘wgs'

a. perumusan kan teknis dan perencanaan di bidang Penelitian,
pengumpulan, penilaian dan analisa data.

b. perumusan kebijakan teknis dan perencanaan ¢
dan pelaporan.

‘31-
(“ﬁ"
m‘
o

idang evaluasi stati

ihgas}
memeﬁa; ;se; \gu ina {2‘3853?}.
b. sub b poran mempunyai tugas menyusun

statistik iiafz 7 S%’ﬂaﬂgﬁﬁé‘:?‘ daerah dan
mempersiapkan laporan pati mengenai pelaksanaan pembangunan di

daerah.

Bagian ketiga
Bidang Perekonomian

Bidang Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan
keuangan dan gengwggaszggﬁ dunia usaha.
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Panai 4
gaat i

Bidang perekonomian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam pasal 14
zﬂempunya funﬂs;

@eﬁgefﬁha{zg n dunia usaha.
b. perumusan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang pertan ian, industri,
perdagangan, pertambangan dan energi.
Pasal 16

a. sub bidang keuangan dan pengembangan dunia usaha mempunyai tugas
melaksanakan kegiatan perencanaan keuangan dan pengembangan dunia
b. sub bidang pertanian, industri, perdagangan, pertambangan dan energi
m mg&ul’}yas tugas melaksanakan kegiatan perencanaan di bidang
pertanian, industri, perdagangan, pertambangan dan energi.
Bagian keempat
Bidang Sosial Budaya

Pasal 17

Bidang sosial budaya mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan
pendidikan, %;eaehaign %{mﬂﬁe&féag&gf kesejahteraan sosial, mental spiritual,

budaya dan pemerint:

w

Pasal 18

Bidang sosial budaya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam pasal 18
mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang pendidikan dan

kesehatan.
b. perumusan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang kependudukan,

kesejahteraan sosial, mental spiritual, budaya dan pemerintahan.

s

Pasal 19

a. sub bidang pendidikan dan kesehatan mempunyai tugas melaksanakan
kegiatan perencanaan pen dsxap dan kesehatan.

sub bidang kependudukan, ﬁz.éi‘aéif sosial, men
dan pemerintahan ;;;ef*:‘;;};ﬂua ‘% fg&, mela S%?iai‘i%’ﬁ kegiatan per

di bidang kependudukan, kesejahteraan s i, mental spiritual, buézyg éa;;
pemerintahan

o

e

Bagian Kelima
Bidang Prasarana, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
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Bidang Prasarana, tata ruang dan lingkungan hidup mempunyai tugas
melaksanakan kegéai:a? &e encanaan prasarana, perhubungan, telekomunikasi,

ik i

Dart iwisgts, igia ruang dan lir i:gs.iz.z ngan ”;ugép‘

Pasal 21

Bidang prasarana, tata ruang dan lingkungan hidup daiam melaksanakan tugas
sebagaimana dalam ;33 | 20 mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang

perhubungan, telekomunikasi dan pariwisata.
b. perumusan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang tata ruang dan
iy ,§§§§ ngan "’su.:;f

(&)
.m
]
(1)
W]
-

)

-]
W]

a. sub b'dam ;{asaggna,, p w%}uﬂgan telekomunikasi dan pariwisata
k&ﬁ i(egsaia:e perencanaan prasarang,

b. sgb bs%ana {a*a ruang eian ééngkuﬁgaﬁ hidup mempunyai tugas
melaksanakan kegiatan perencanaan di bidang tata ruang dan lingkungan
hidup.

3. Ketentuan pada Bab 1V diubah menjadi :

(1)

(2)

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 23
Dalam melaksanakan tugasnya ala Sekretariat, Kepala
Bidang, Kepala Sub Bagian dan K iang menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi dan sinkronisas n horisontal.

Kepala Sekretaniat, Kepala 8;2‘3?}*3 Kepala Si;: agian, dan Kepala Sub
Bidang di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Saemh bertanggus
jawab memimpin dan %zem%\sss'éi, asikan ts_a% ;ahannya r&gssng-fﬁ sing dan
memberikan bimbingan serta petunjuk bag pelaksanaan tugas bawanannya.

mb
!

E

!
Er
&

«g

Pasal 24

Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bé*‘*&*‘%ﬁ
mengikuti mematuhi gei:m; ik dan bertanggung jawab kepada atasan masin
masing dan menyampaikan iaporan pada wakiunya;

Setiap laporan yang diterima m;;";};fzan dari bawahan, diolah dan éisemunsz{an

sebagai bahan penyusunan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada
bawahannya.



Pasal 25
Para Kepala Sub Bagian dan Sub Bidang menyampaikan éagcraﬂ pada waktunya
é{ﬂ;}&da atasan masing-masi esuai dengan i}@éang tugasnya dan }(epa a

*}Q‘EJ aiar iﬂ;f!gy!i}é a
disampaikan tepat |

E 57 e =T ]

Dalam menyampaikan laporan kepada ¢
Satuan Organisasi lain yang secara fungsionai i ﬂcﬁpuﬁya; ﬁui}ungan ch;a

Pasai i

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal L3 April 2007
BUPATI KATINGAN,

L3

L Al

DUWEL RAWING

GATIN RANGKAI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2007, NOMOR : .............



PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR.......... TAHUN .......

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2003
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KATINGAN

UMUM

1. Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten
Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten
Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di
Provinsi Kalimantan Tengah, maka dalam rangka pelaksanaan Otonomi
Daerah yang luas, nyata dan bertangggung jawab telah ditetapkan
Peraturan Daerah Kabupaten Katingan nomor 06 Tahun 2003 tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Katingan dengan Susunan
Organisasi yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor & Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat

Daerah.

2. Sebagai Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai tugas membantu
Bupati dalam melaksanakan Perencanaan Pembangunan dan
menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis serta menunjang
penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan struktur organisasi

yang ada terasa belum optimal dalam pelaksanaan tugas.
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